
Menteri Perencrnaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenunaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEP. 1 78IM.PPN,/SES/HW 09 / 20 79

TENTANG
PERT'BAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTDRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 140IM.PPN/SES/HK/ 07 / 2079
TENTANG

PEMBDNTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaatr
kegiatan pengelolaan konrpetensi sumber daya manusia di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
perencanaan Pembangunan Nasional (Kententerian
PPN/Bappenas), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan
Penrbarrgunan Nasional/Kepala Badan Perencanaant
Pembangunan Nasional Nomor
KEP. 1 4OlM.PPN / SES / HK/ 07 / 20 7 9;

b. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Ketnenterian
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Sekretaris Utatrta Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, uraka pentbentukan Tint
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Perettcanaan Pentbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional;

c. bahwa peiabat dan pegawai yanS llanlanya tercantuut dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap tnampu dan ntetnenulti
persyaratan untuk duduk dan ntelaksanakan tugas sebagai
an1gota Tinr Koordinasi Pengembangarr Sumber Daya Manusia;

1. UrTdang-Ur1dang Norrror 5 Tahur1 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tan'rbahan lr-mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Mengingat

3. Peraturan .. .

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Meninrbang



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2-

(l-embann Negara Republik Indonesia Tahun 2078 nomor 223,
'fambahan lr'nlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

3. Peraturan Pemerintah Notllor 45 Tahun 20'13 tentantTata Cara
Pelaksanaan An1garan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Petaturan Penlerintah Nomor 7 Tahun 2075 tentang Organisasi
Kenlenterian NeSara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kenlenterian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tenlang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah
denSar4 Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 201,6;

7 . Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pentbangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentar4g Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, sebagaintana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona[/Kepala
Badab Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2017;

8. PeraturanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
20 7 6 tentanrPerencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatarl dan Anggaranl

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENTTRI MRINCANAAN PEI\4BANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TTNTANG PERUBAHAN ATAS KEruTUSAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR
KEP. 140/M.PPN / SES /HK/ 07 / 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Mengubah susunan keanggotaan pada Tin:r Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan susunan
keang5qotaan sebagainana tersebut dalam l,afipir an Keputumn.

Segala biaya yang diperlukan dalant rangka pelaksanaan tu8as Tinl
Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dibebankan pada
Anqgaran Pendapatan dan Belanja NeSara Kementerian
PPN/Bappenas Tahun Anggaran 201 9.

KETIGA
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak 2 Jan:uari 2079.

Ditetapk^n di lakarta
pada tanggal 20 September 2019

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI/, BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati



C. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai denga n aslirrya

Kepala BirgHukum,

SAIINAN
LAA4PIRAN
KXPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 78,/M.PPN,/SES/HK/ 09 / 20 1,9

TANGGAL 20 SEPTEMBDR 2019

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas,

Kepala Biro Sumber Daya Manusra.

Meily Djohar, SH, MBA.

1. Endah Widyastuti, S.Sos, MMl

2. lmam Gunawan, S.Kom, MAP;

3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI;

4. Priyogi, S.Sos, MNl;

5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;

6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;

7. Wildawati, SH, M.Si;

8. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom;

9. Tampi Pulung Putri, ST, MPA;

10. Kamila Nadhira, SIA;

i 1. Saptariah Hendrayati, SH;

72. Yenna Sri Mardiana, SE;

13. Sovi Dasril, SAP;

L4. Wahy,u Wijayanto, SIP, MA;

15. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA.

1. Cecep Rubianto, AMd;

2. Aliludin;

3. MuchammadMamun;

4. Mohammad Fahmy Fadly;

5. Irene Puspasari, A.Md;

6. Faisal Dahlan, S.Kom.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

/Wtu-{".*rffi

A. PENANGGUNGJAWAB

B. TIMPELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggot


